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b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Ketigabelas
Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan , atau Penghasilan
Ketigabe1as Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik
Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima

Pensiun atau Tunjangan , perlu menetapkan Peraturan Bupati
Hulu Sungai Tengah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pemberian Gaji Ketigabelas kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Menimbang

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIHULUSUNGAITENGAH,

KABUPATENHULUSUNGAITENGAH

KEPADAPEGAWAINEGERISIPILDAERAHDI LINGKUNGANPEMERINTAH

PETUNJUKTEKNISPELAKSANAAN

PEMBERIANGAJI KETIGABELASTAHUN2020

TENTANG

NOMOR .3"0TAHUN2020

PERATURANBUPATIHULUSUNGAITENGAH

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
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Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembar NegaraRepublik Indonesia Nomor5494,);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah eliubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II eli Kalimantan sebagai Undang

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1820);

2. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Mengingat
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10. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

11. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4816);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 ten tang Pemberian

Gaji, Pensiun, Tunj angan , atau Penghasilan Ketigabelas Tahun

2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional

Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai

Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2

Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata

Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8
Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran2020.
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Gaji Ketigabelas Tahun 2020 tidak diberikan kepada :
a. Pejabat Negara, yaitu Bupati dan WakilBupati;
b. AnggotaDe~an Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal3

Gaji Ketigabelas Tahun 2020 diberikan kepada :
a. PNS;
b. Calon PNS.

Pasal2

BABII
PEMBERlANGAJIKETIGABELAS

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia

yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.

5. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang

digunakanj diterbitkan oleh pengguna anggaranjkuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Pasal1

BABI
KETENTUANUMUM

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAANPEMBERIAN GAJI KETIGABELAS

TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERl SIPIL DAERAH DI

LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENHULUSUNGAITENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN:
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(1) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum

sebagaiaman dimaksud dalam pasal 5 merupakan sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan mengenai gaji.

(2) Tunjangan jabatan sebagaiman dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas :

a. tunjangan jabatan struktural;
b. tunjangan jabatan fungsional; dan

c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

(3) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2)huruf c adalah tunjangan tenaga kependidikan.

(4) Besaran penghasilan sebagaiman dimaksud dalam pasal4 ayat (1)tidak termasuk:

Pasal8

Penghasilan sebagimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan bagi calon PNS,

paling banyak meliputi :

a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

b. tunjangan keluarga; dan

c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 7

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan bagi penerima

gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas sebesar penghasilan 1 (satu)

bulan gaji terusan pada bulan Juli dan anggarannya dibebankan pada tempat PNS

bekerja.

Pasal6

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan bagi PNS, paling

banyak meliputi :

a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga; dan

c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal5

(1) Gaji ketigabelas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yaitu sebesar penghasilan

1 (satu) bulan pada bulan Juli;

(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan dalam bulan Juli sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima

karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan

selisih kekurangan Gaji Ketigabelas.

Pasal4
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(1) Inspektorat menyelenggarakan pengendalian intemal terhadap pelaksanaan
pernbayar an Gaji Ketigabelas Tahun 2020,

Pasa113

BABIV
PENGENDALIANINTERNAL

(1) Pembayaran GajiKetigabelassebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilaksanakan
melalui penerbitan SPMoleh PenggunaAnggaran,

(2) Pengguna Anggaran mengajukan SPMGaji Ketigabelaskepada Kuasa Bendahara
UmumDaerah.

Pasal 12

Pembayaran Gaji Ketigabelassebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
berkenaan.

Pasal 11

(1) GajiKetigabelasdibayarkan pada bulan Agustus.
(2) Dalam hal Gaji Ketigabelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat

dibayarkan, GajiKetigabelasdapat dibayarkan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal10

BABIII
PEMBAYARANGAJIKETIGABELAS

Terhadap GajiKetigabelasdilakukan pembulatan sebagaimanamestinya.

Pasal9

a. tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan PNSD;

b. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru PNSD;

c. tambahan penghasilan guru PNSD;

d. tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi dan tunjangan atau

insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tidak

dikenakan potongan iuran dan Iatau potongan lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Penghasilan sebagaiamana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dikenakan pajak
penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung
pemerintah.
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BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR

D FAKHMANSYAH

PENJABAT SEKRETARlS DAERAH

KABUPATE HULU SUNGAI TENGAH,

Diundangkan di Barabai

pada tanggal - 1e Agustus 2020

BUPATIHULUSUNGAITENGAH,

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 18 Agustus 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu SungaiTengah.

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 14

BABIV

KETENTUAN PENUTUP

(2) Pengendalian intemal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

ketentuan perundang-undangan.


